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Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023

(30 Juni — 13 Juli 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI II

Tanggal 4 — 6 Juli
2023.

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang a. Penyusunan Konsinyering Panja RUU | 1.Panja RUU ASN dan pemerintah melanjutkan
ASN b. Pembahasan tentang ASN, dengan pembahasan DIM RUU ASN. Beberapa isu
c. Harmonisasi; agenda membahas DIM strategis yang berkembang antara lain:
d. Prolegnas; RUU tentang ASN. a.Penguatan KASN;
e. Pemantauan & b.Penataan kelembagaan Kementerian PANRB,
peninjauan. BKN, dan LAN;

c.Jabatan ASN yang dapat diisi dari TNI dan
Polri dalam RUU ASN;
d.Penyelesaian permasalahan tenaga honorer.

2.DIM No. 83F - DIM No. 219 sepakat diserahkan
ke timus timsin untuk rumusan normanya.

2. | RUU tentang
PERUBAHAN
ATAS UU
NOMOR 3
TAHUN 2022
TENTANG IBU
KOTA NEGARA

Penyusunan
Pembahasan
Harmonisasi;
Prolegnas;
Pemantauan &
peninjauan.

oo o

Tanggal 13 Juli
2023.

Rapat Intern Komisi II
DPR RI, dengan agenda
membicarakan surat
masuk dari Bamus
terkait Penugasan ke
Komisi II DPR RI untuk
membahas RUU No.3
Tahun 2022 tentang Ibu
Kota Negara (IKN).

Komisi II DPR RI menyepakati akan
melaksanakan rapat-rapat tentang RUU tentang
Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang
Ibu Kota Negara pada Masa Reses jika disetujui
oleh Pimpinan DPR RI.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
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(30 Juni - 13 Juli 2023)

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

Indonesia

Tanggal 10 Juli
2023.

dengan Otonomi Daerah,
Kepemiluan, Aparatur Negara, dan
Pertanahan.

OBJEK

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

1. | Ministry of Agriculture a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Luar Negeri Pertemuan dengan Ministry
and Rural Development, undang- Komisi II DPR RI, ke Negara of Agriculture and Rural
Ministry of Development undang; Republik Polandia terkait Sistem Development, Ministry of
and Technology, dan b. Pelaksanaan Kadaster Development and
Kedutaan Besar Republik keuangan Terintegrasi dan Pendaftaran Technology, dan Kedutaan
Indonesia untuk Republik negara; Tanah. Besar Republik Indonesia
Polandia dan/atau untuk Republik Polandia.

c. Kebijakan

pemerintah.
Tanggal 10 - 16
Juli 2023.

3. | Kades Sako Suban, Daud a. Pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI telah
Pasaribu, SH & undang- Umum/Audiensi Komisi II DPR RI | mendengarkan semua yang
Associates, Asa & undang; dengan Kades Sako Suban, Daud | disampaikan, dan akan
Associates Law Office, b. Pelaksanaan Pasaribu, SH & Associates, Asa & | membahas pada Rapat
Masyarakat Desa Babelan keuangan Associates Law Office, Masyarakat | dengan mitra kerja terkait.
Bekasi, Warga Peduli negara,; Desa Babelan Bekasi, Warga Peduli
Sertifikat Kel. Kemijen, dan/atau Sertifikat Kel. Kemijen, LSM-

LSM-Terkams, dan c. Kebijakan Terkams, dan Asosiasi Bisnis Alih
Asosiasi Bisnis Alih Daya pemerintah. Daya Indonesia, terkait terkait
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LAPORAN DWI MINGGUAN

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

KOMISI III

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. PENYUSUNAN -—- Komisi III DPR RI masih menunggu draf RUU Usul Inisiatif
RUU tentang PENYADAPAN RUU tentang Penyadapan dari Tim Badan | Komisi III DPR RI.
Keahlian DPR RI berdasarkan hasil rapat
tanggal 3 Juli 2023.
2. PENYUSUNAN -—- Tim Badan Keahlian DPR RI masih Amanat Pasal 43J
Rancangan Peraturan DPR memperbaiki Rancangan Peraturan DPR UU Nomor 5 Tahun
RI tentang Pembentukan RI tentang TPPT berdasarkan masukan 2018 tentang
Tim Pengawas Komisi III tanggal 31 Januari 2023. Penetapan
Pemberantasan Terorisme Peraturan
(TPPT) Pemerintah
Pengganti Undang-
Undang Nomor 1
Tahun 2002 tentang
Pemberantasan
Tindak Pidana
Terorisme.
3. PEMBAHASAN -—- Komisi III masih menunggu kesiapan
RUU tentang HUKUM Pemerintah dalam melakukan
ACARA PERDATA Pembahasan RUU tentang Haper.
(selanjutnya disebut
dengan
RUU tentang HAPER)
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NO

JUDUL RUU

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

4.

PEMBAHASAN

RUU tentang PERUBAHAN
KEDUA ATAS UU NOMOR
35 TAHUN 2009 TENTANG
NARKOTIKA

(selanjutnya disebut
dengan RUU tentang
NARKOTIKA)

Raker

tanggal 10 Juli
2023 pukul
10.00 WIB.

Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Tim
Pemerintah (Menkumham diwakilkan oleh
Wamenkumham, Menkes diwakilkan oleh
Dirjen Kefarmasian dan Alkes Kemenkes
RI, serta Menpan RB diwakilkan oleh Staf
Ahli Bidang Pemerintahan dan Otda
Kemenpan RB RI) membahas mengenai
penjelasan Pemerintah atas
Penggabungan UU No. 5/1997 tentang
Psikotropika dan UU No. 35/2009 tentang
Narkotika ke dalam draf RUU tentang
Perubahan Kedua UU Narkotika.

Tim Pemerintah menyerahkan draf RUU
tentang Narkotika yang sudah di revisi,
selanjutnya masing-masing Fraksi akan
mempelajari draf tersebut dan pada Masa
Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024
yang akan datang Komisi III DPR RI akan
melaksanakan Rapat Intern dalam rangka
pengambilan Keputusan atas draf RUU
tentang Narkotika yang telah direvisi Tim
Pemerintah.

PEMBAHASAN

RUU tentang PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS UU
NOMOR 24 TAHUN 2003
TENTANG MAHKAMAH
KONSTITUSI

Rapat Panja
tanggal 11 Juli
2023.

Rapat Panja dengan Tim Pemerintah
tanggal 11 Juli 2023 merupakan lanjutan
rapat tanggal 19 Juni 2023 yaitu
mendengarkan penjelasan Pemerintah
mengenai usulan Komisi III DPR RI atas
perubahan draf Pasal 4 ayat (2) RUU
tentang Mahkamah Konstitusi.
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NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
(selanjutnya disebut
dengan RUU tentang
MAHKAMAH KONSTITUSI)
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Komisi III DPR RI Rapat Pleno Komisi | » Rapat Pleno dipimpin oleh Wakil Ketua DPR
III DPR RI pada RI/Korekku.
tanggal 4 Juli 2023 | » Komisi III DPR RI menyetujui pergantian
pukul 10.45 WIB, Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari unsur
membahas Fraksi Partai GERINDRA, yaitu (Alm.) H.
penetapan Pimpinan Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H.
Komisi III DPR RI. digantikan oleh DR. Habiburokhman, S.H.,
M.H.
2. | Sekretaris Jenderal RDP Komisi I[II DPR | RDP dihadiri pula Kepala Biro Kepegawaian

Kementerian Hukum
dan HAM RI

RI dengan Sekjen

Kemenkumham RI

tanggal 4 Juli 2023

pukul 14.00 WIB,

membahas:

1. Tata Kelola
Sumber Daya
Kemenkumham;

dan Eselon II dibawah Kesetjenan
Kemenkumham RI.

Kesimpulan:

1.

Komisi III DPR RI mendukung Sekjen
Kemenkumham RI dalam melakukan
perencanaan dan koordinasi yang terukur
dan berkesinambungan untuk mendukung
seluruh tugas dan fungsi Kemenkumham
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK
PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

2. Pelaksanaan

Sistem
Meritokrasi dan
Reformasi
Birokrasi.

RI, khususnya dalam melaksanakan
reformasi kultural dan struktural serta
meningkatkan transformasi layanan publik.

. Komisi III DPR RI meminta Sekjen

Kemenkumham RI agar mendukung upaya
peningkatan kualitas dan integritas pegawai
maupun Indeks Reformasi Birokrasi melalui
tata kelola Sumber Daya Manusia berbasis
good governance serta mendorong motivasi
dan profesionalisme kerja.

. Komisi Il DPR RI meminta Sekjen

Kemenkumham RI untuk mengoptimalkan
tata kelola pengembangan karir pegawai
melalui sistem merit dan reward and
punishment yang tegas, jelas, adil, dan
obyektif; serta melakukan pengisian jabatan
atau penempatan pegawai di seluruh unit
dan satuan kerja berbasis kompetensi dan
kebutuhan.

3. | Kepala Korps Lalu
Lintas (Kakorlantas)
Kepolisian Negara RI

RDP Komisi III DPR
RI dengan
Kakorlantas Polri
tanggal 5 Juli 2023,
membahas:

1. Capaian target
PNBP Tahun
2022 dan target
PNBP Tahun
2023;

Kesimpulan:

Komisi III DPR RI akan melakukan rapat
kembali dengan Kakorlantas pada waktu yang
akan ditentukan kemudian.
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Administrasi Hukum

Umum (Dirjen AHU)
Kemenkumham RI

. Pengurus Wilayah

Ikatan Notaris
Indonesia (Pengwil -
INI)

dengan Dirjen AHU
Kemenkumham RI
dan RDPU dengan
Pengwil INI
dilaksanakan
tanggal 10 Juli 2023
pukul 14.00 WIB,
membahas tindak
lanjut penyelesaian
permasalahan
organisasi Ikatan

1. Komisi III DPR RI meminta Dirjen
Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham untuk mencabut Surat
Nomor: AHU.UM.01.01-147 tertanggal 3
Maret 2023 perihal Penundaan Pelaksanaan
Kongres Ikatan Notaris Indonesia, Surat
Nomor: AHU.UM.01.01-1616 tanggal 29
Desember 2022 perihal pelaksanaan
kongres Ikatan Notaris Indonesia dan Surat
Nomor: AHU.UM.01.01-133 tanggal 24
Februari 2023 perihal pelaksanaan kongres
Ikatan Notaris Indonesia, sehingga tidak

KEMENTERIAN/ OBJEK
NO LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

2. Program prioritas
dan sistem
pembinan serta
penyelenggaraan
fungsi lalin;

3. Pelaksanaan
tupoksi dan
hambatannya.

4. . Kepala Kepolisian Kunjungan Kerja » Rapat dengan Kapolda Sulsel dalam rangka
Daerah Sulawesi Spesifik Komisi III pengawasan terhadap pelaksanaan
Selatan DPR RI ke Provinsi reformasi kultur dan struktur di tubuh

. Kepala Kejaksaan Sulawesi Selatan, Polri.
Tinggi Sulawesi tanggal 6 s.d. 8 Juli | » Rapat dengan Kepala Kejaksaan Tinggi
Selatan 2023. Sulsel dalam rangka evaluasi terhadap
pencegahan dan penanganan perkara
tindak pidana untuk optimalisai
penerimaan negara.
S. . Direktur Jenderal RDP Komisi III Kesimpulan :
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NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA

OBJEK

PENGAWASAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Notaris Indonesia

(INT).

berdampak parsialitas dan sesuai dengan
tujuan utama penyelesaian permasalahan
internal Ikatan Notaris Indonesia secara
netral dan independen.

. Komisi III DPR RI meminta Dirjen

Administrasi Hukum Umum
Kemenkumham RI untuk terus melanjutkan
upaya dalam rangka membantu mediasi
antara Pengurus Pusat dan Pengurus
Wilayah Ikatan Notaris Indonesia untuk
bersama-sama menyelesaikan
permasalahan internal Ikatan Notaris
Indonesia secara transparan, netral, dan
independen sesuai dengan kesepakatan
para pihak.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IV

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Rapat Panitia Kerja dengan: Membahas Daftar Pembahasan
KONSERVASI a. Kementerian Lingkungan Hidup dan | Inventarisasi Masalah (DIM) | Tk.I RUU
SUMBER DAYA ALAM Kehutanan; RUU tentang Konservasi
HAYATI DAN b. Kementerian Kelautan dan Sumber Daya Alam Hayati
EKOSISTEMNYA Perikanan; dan Ekosistemnya
c. Kementerian Pertanian; (KSDAHE).
d. Kementerian Dalam Negeri;
e. Kementerian Hukum dan HAM; serta
f. Komite II Dewan Perwakilan Daerah
RI (DPD RI).
10 - 12 Juli 2023
B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. |a. Pemerintah Provinsi Kunjungan kerja spesifik Peninjauan lapangan terkait
Kepulauan Riau; Komisi IV DPR RI masa kegiatan alih fungsi hutan

b. Pemerintah Kota Batam; sidang V tahun sidang

mangrove di Pulau Batam.
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
c. Kementerian Lingkungan 2022-2023 ke Provinsi
Hidup dan Kehutanan; Kepulauan Riau.
d. Kementerian Kelautan dan
Perikanan; serta S - 7 Juli 2023.
e. Badan Restorasi Gambut
dan Mangrove.
2. |a. Pemerintah Provinsi Kunjungan kerja spesifik Peninjauan dan diskusi
Sumatera Selatan; Komisi IV DPR RI masa mengenai:
b. Pemerintah Kota sidang V tahun sidang a. Kesiapsiagaan SDM dan
Palembang; serta 2022-2023 ke Provinsi sarana prasarana Manggala
c. Kementerian Lingkungan Sumatera Selatan. Agni dalam rangka
Hidup dan Kehutanan; penanggulangan bencana
5 - 7 Juli 2023. kebakaran hutan dan lahan
menghadapi Elnino; serta
b. Kesiapsiagaan kebakaran
hutan dan lahan menghadapi
Elnino.
3. | a. Pemerintah Provinsi Jawa | Kunjungan Kerja Spesifik |a. Pertemuan dan diskusi
Timur; Komisi IV DPR RI Masa mengenai upaya percepatan
b. Pemerintah Kabupaten Sidang V Tahun Sidang peningkatan populasi hewan
Malang; 2022-2023 ke Provinsi ternak Mendukung
c. Pemerintah Kota Surabaya; | Jawa Timur. Pemenuhan kebutuhan
d. Kementerian Pertanian; pangan protein.
e. Badan Pangan Nasional; 5-7 Juli 2023. b. Pertemuan dan diskusi
f. Perum Bulog; mengenai dukungan
g. Holding Pangan ID FOOD:; ketersediaan pangan dalam
serta mendukung program
h. Wakil Peternak. bantuan pangan pemerintah
di Provinsi Jawa Timur.

10
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI V

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

NO

INSTITUSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

1.

Kementerian PUPR.

Dirjen Bina Marga dengan turut
menghadirkan Kabalai
Pelaksanaan Jalan Nasional
Seluruh Indonesia.

RDP dilaksanakan
pada tanggal 4 Juli
2023.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA
2023 sampai bulan Mei 2023;
Membahas rencana alokasi
anggaran menurut fungsi, program
dan prioritas anggaran K/L TA
2024 masing-masing Unit Eselon I.

Kementerian Perhubungan

1. Dirjen Perhubungan Darat
(turut menghadirkan Kabalai
Pengelola Transportasi Darat
seluruh Indonesia);

2. Dirjen Perkeretaapian
(turut menghadirkan Kabalai
Teknik Perkeretaapian seluruh
Indonesia);

3. Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jabodetabek;

4.Kepala BPSDM-P.

RDP dilaksanakan
pada tanggal 5 Juli
2023.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA
2023 sampai bulan Mei 2023;
Membahas rencana alokasi
anggaran menurut fungsi, program
dan prioritas anggaran K/L TA
2024 masing-masing Unit Eselon I.

Kementerian Perhubungan
Dirjen Perhubungan Laut (turut
menghadirkan Kepala Unit

RDP dilaksanakan
pada tanggal 5 Juli
2023.

Evaluasi Pelaksanaan APBN TA
2023 sampai bulan Mei 2023;

11
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
Penyelenggara Pelabuhan Kelas I Membahas rencana alokasi
dan Kelas II) anggaran menurut fungsi, program
dan prioritas anggaran K/L TA
2024 masing-masing Unit Eselon I.

4. | Kementerian PUPR RDP dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA

1. Dirjen Sumber Daya Air (turut pada tanggal 10 2023 sampai bulan Mei 2023;
menghadirkan Kabalai Wilayah | Juli 2023. Membahas rencana alokasi
Sungai Seluruh Indonesia); anggaran menurut fungsi,

2. Dirjen Pembiayaan program dan prioritas anggaran
Infrastruktur Pekerjaan Umum K/L TA 2024 masing-masing Unit
dan Perumahan; Eselon I.

5. | Kementerian Perhubungan RDP dilaksanakan Evaluasi Pelaksanaan APBN TA
Dirjen Perhubungan Udara pada tanggal 10 2023 sampai bulan Mei 2023;
(menghadirkan Kepala Unit Kepala | Juli 2023. Membahas rencana alokasi
Unit Penyelenggara Bandar Udara anggaran menurut fungsi,

Kelas I dan Kelas Khusus). program dan prioritas anggaran
K/L TA 2024 masing-masing Unit
Eselon I.
C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK INFO SINGKAT KETERANGAN
PENGAWASAN
1. | KEMENTERIAN PUPR Kunsfik 1. Meninjau Bumdes Jati Unggul, Kab

- Ditjen Bina Marga
- BPJT

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

dilaksanakan pada

2023.

Kulonprogo, D I Yogyakarta.

tanggal 6 — 8 Juli 2. Meninjau Terminal Tingkir, Kota
Salatiga, Jawa Tengah

3. Meninjau Terminal Tamanan, Kab Kediri,
Jawa Timur.
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- Cipta Karya (Dir.
Pengembangan Kawasan
Permukiman) dan SDA
(Dir. Sungai dan Pantai).

KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN

- Dir. Transportasi Sungai,
Danau dan Penyeberangan,
Dir. Angkutan Jalan, dan
Dir. Lalu Lintas Jalan

MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI

dilaksanakan pada
tanggal 11 s.d 13
Juli 2023.

OBJEK
NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
-Ditjen Perhubungan Udara
-Ditjen Perhubungan Darat
MENTERI DESA, PDT, DAN
TRANSMIGRASI
2. | KEMENTERIAN PUPR Kunsfik . Peninjauan terminal Guntur, Kabupaten

Garut, Jawa Barat.

. Peninjauan obyek wisata Ritual Gunung

Kemukus dan Sangiran, Kab. Sragen,
Prov. Jawa Tengah.

. Meninjau Bumdes Ciawi Gajah, Kec.

Beber, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa
Barat.
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LAPORAN DWI MINGGUAN
KOMISI VI
A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | PT Pos Indonesia |a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan terkait peran
(Persero) b. Pelaksanaan keuangan negara; strategis Pos Indonesia dalam
c. Kebijakan pemerintah. penanganan logistik Pemilu Tahun
2024.
Pada tanggal 11 Juli 2023.
2 | PT Pertamina a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan mengenai :
Bina Medika IHC b. Pelaksanaan keuangan negara; 1. Kinerja Keuangan Korporasi
c. Kebijakan pemerintah. Tahun 2022;
2. Rencana Holdingisasi Rumah
Pada tanggal 12 Juli 2023. Sakit BUMN;

3. Progress Pembangunan Rumah
Sakit IHC di Kawasan Ekonomi
Khusus Sanur, Bali (Lahan
Injourney); dan

4. Lain-lain.
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KEMENTERIAN/
NO LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3 | PT PLN, Persero a. Pelaksanaan undang-undang; Pembahasan roadmap transisi
b. Pelaksanaan keuangan negara; energi berbasis fosil ke listrik.

c. Kebijakan pemerintah.

Pada tanggal 12 Juli 2023.

D. TUGAS KHUSUS

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1 | PT Krakatau Steel Kunjungan spesifik | Dalam rangka pengawasan kinerja dan
(Persero) Tbk, Cilegon, pada tanggal 5-7 kontribusi BUMN ke PT Krakatau Steel
Provinsi Banten Juli 2023 (Persero) Tbk, Cilegon, Provinsi Banten.
2 | PT Wijaya Karya (Persero) | Kunjungan spesifik | Dalam rangka pengawasan kinerja dan
Tbk, Serang, Provinsi pada tanggal 5-7 kontribusi BUMN ke PT Wijaya Karya
Banten Juli 2023. (Persero) Tbk, Serang, Provinsi Banten.
3 | PT Pertamina Gas Negara, | Kunjungan spesifik | Dalam rangka pengawasan kinerja dan
Serang, Provinsi Banten pada tanggal 5-7 kontribusi BUMN ke PT Pertamina Gas
Juli 2023. Negara, Serang, Provinsi Banten.
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI VII

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU ENERGI BARU Rapat Panja RUU EBET dengan Lanjutan pembahasan
DAN ENERGI Pemerintah dan DPD dilaksanakan pada | RUU EBET.
TERBARUKAN tanggal 10 Juni 2023 pukul 14.00 WIB.
2. Rapat Panja RUU EBET dengan Lanjutan pembahasan
Pemerintah dan DPD dilaksanakan pada | RUU EBET.
tanggal 11 Juni 2023 pukul 10.00 WIB.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | a. PIt. Dirjen Minerba a. Pelaksanaan Terkait Masalah Penggunaan
KESDM undang-undang; lahan tanah ulayat untuk operasi
b. Bupati Kutai Barat b. Pelaksanaan pertambangan.

keuangan negara;
c. Kebijakan
pemerintah.

c. MNP Law Firm

d. PT Trubaindo Coal
Mining

Dilaksanakan pada

tanggal 5 Juli 2023
pukul 10.00 WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA | OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
2. | Dirut PLN (Persero) a. Pelaksanaan 1. Progres transisi energi
undang-undang; terbarukan di pembangkit
b. Pelaksanaan PLN:
. 112%%21%2?1 negara, . Supply dan Demand listrik
pemerintah. pasca Covid-19.
. Program pemasangan smart
meter untuk pelanggan PLN.
Dilaksanakan pada
tanggal 5 Juli 2023
pukul 13.00 WIB.
3. | Kunjungan Kerja Spesifik a. Pelaksanaan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi
undang-undang; VII DPR RI ke:
b. Pelaksanaan a. Ke Provinsi Riau, Peninjauan
keuangan negara; RU II Dumai, PT Pertamina
C. Kebija}{an (Persero);
pemerintah.
. Provinsi Jawa Barat, Peninjuan
ke Pabrik Scheider Electric, di
Dilaksanakan pada Cikarang;
tanggal 6-8 Juli 2023. . Provinsi Sulawesi Tengah,
Peninjauan Kawasan Industri
PT Industri Morowali Industrial
Park (IMIP) di Kab. Morowali.
4. | Ketua Umum Paguyuban a. Pelaksanaan undang- | Keberlangsungan Pertashop di

Pengusaha Pertashop Jawa
Tengah-DIY dan Himpunan
Pertashop Merah Putih

undang;

b. Pelaksanaan

keuangan negara;

Indonesia.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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KETERANGAN

OBJEK PENGAWASAN

INFO SINGKAT

NO | KEMENTERIAN/LEMBAGA

Indonesia

c. Kebijakan
pemerintah.

Dilaksanakan pada
tanggal 10 Juli 2023
Pukul 10.00 WIB.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI IX

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat
KESEHATAN Bamus DPR RI tanggal 3 April 2023 telah

diputuskan menyetujui pembahasan
RUU tentang Kesehatan ditugaskan
kepada Komisi IX DPR RI.

2. Rapat Paripurna DPR | Pembicaraan Tingkat II/ Pengambilam
RI dilaksanakan Keputusan terhadap RUU Tentang
tanggal 11 Juli 2023 | Kesehatan.

Pukul 12.30 WIB.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | Pejabat Eselon I BP2MI | RDP pada Selasa, 4 Juli Evaluasi program kerja. Rapat
2023 jam 11.00 WIB. Tertutup.
2. |Pejabat Eselon I BPOM |RDP pada Selasa, 4 Juli 2023 | Evaluasi program kerja. Rapat
jam 14.00 WIB. Tertutup.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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15.00 WIB.

Covid-19.

2. Laporan Panja Komisi IX DPR RI
mengenai Pengawasan
Penanganan Tenaga Kerja Asing.

NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
3. . Dirjen Kefarmasian |Rapat Panja Komisi IX DPR RI | Penjelasan terkait kebijakan Rapat
dan Alat Kesehatan |tentang Pengawasan Vaksin | vaksinasi termasuk pemanfaatan Tertutup.
garmai:{esiu Covid-19 pada Rabu, 5 Juli stok vak}im tCo.Vl‘E:I—19kd::11‘;11m rangka
emenkes RI; . memperkuat sistem ketahanan
. Dirjen Pencegahan 2023 jam 10.00 WIB. Kesel'lrl)atan Indonesia.
dan Pengendalian
Penyakit (P2P)
Kemenkes RI;
. BPJS Kesehatan;
. Bio Farma.
4. Rapat Internal Panja Komisi Penyusunan laporan Panja Komisi IX | Rapat
IX DPR RI mengenai DPR RI mengenai Pengawasan Tertutup.
Pengawasan Vaksin Covid-19 | Vaksin Covid-19.
pada Rabu, 5 Juli 2023 jam
14.00 WIB.
S. Rapat Internal Panja Komisi | Penyusunan laporan Panja Komisi IX | Rapat
IX DPR RI mengenai DPR RI mengenai Pengawasan Tertutup.
Pengawasan Penanganan Penanganan Tenaga Kerja Asing.
Tenaga Kerja Asing pada
Rabu, 5 Juli 2023 jam 14.00
WIB.
0. Rapat Internal Komisi IX DPR | 1. Laporan Panja Komisi IX DPR RI Rapat
pada Rabu, 5 Juli 2023 jam mengenai Pengawasan Vaksin Tertutup.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO INSTITUSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
7. | Pejabat Eselon I BKKBNRDP pada Selasa, 11 Juli Evaluasi program kerja. Rapat
2023 jam 09.30 WIB. Tertutup.
8. |Pejabat Eselon I RDP pada Selasa, 11 Juli Evaluasi program kerja. Rapat
Kemenkes 2023 jam 15.30 WIB. Tertutup.
9. |Koalisi 23 Oraganisasi | Audiensi dilaksanakan Rabu, | Permohonan audiensi untuk ucapan
Nakes 12 Juli 2023 Jam 09.30 WIB. | terima kasih dan dukungan dari
Komisi IX DPR RI atas perjuangan
dan pembahasan serta pengesahan
RUU tentang Kesehatan (Omnibus
Law).
10. |Pejabat Eselon I BP2MI | Lanjutan RDP pada Rabu, 12 | Evaluasi program kerja. Rapat
Juli 2023 Tertutup.
Jam 10.00 WIB.
11. |Pejabat Eselon I Lanjutan RDP pada Rabu, 12 | Evaluasi program kerja. Rapat
Kemenkes Juli 2023 jam 13.00 WIB Tertutup.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

KOMISI X

A. KEGIATAN FUNGSI LEGISLASI

NO JUDUL RUU KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
4. RANCANGAN UNDANG- | Tanggal 26 Juni s.d. 2 |1. Sektor pariwisata di Inggris dikelola oleh
UNDANG REPUBLIK Juli 2023. swasta (privat). Negara hanya mengatur
INDONESIA NOMOR ... Kunjungan.K(.arja Panja mengenai pajak bagi usaha-usaha yang
TAHUN ... TENTANG RUU K epariwisataan ke berkaitan dengan kegiatan pariwisata.
PERUBAHAN ATAS Inggris. . .
UNDANG-UNDANG Agenda: 2. Sektor pariwisata tidak secara langsung
NOMOR 10 TAHUN Mendapatkan menjadi tugas suatu
2009 TENTANG masukan terhadap kementerian/departemen. Di Inggris,
KEPARIWISATAAN substansi pengaturan sektor pariwisata dibawah Kementerian
dalam melakukan Budaya, Media dan Olahraga
Revisi.U.U (Departement for Culture, Media and
Kepariwisataan.
Sport).
Rapat Intern Panja Secara umum, anggota Panja RUU
RUU Kepariwisataan Kepariwisataan dapat menyetujui
dilaksanakan pada substansi dan rumusan draf RUU versi
tanggal 17 Mei, 14 15 Mei 2023. Namun, terkait kewenangan
Jup'.1, 5 Juli, dan 12 Pemerintah, Panja berpandangan perlu
Juli 2023. "
melakukan pengkajian kewenangan
negara dalam penyelenggaraan
kepariwisataan khususnya mengenai

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

JUDUL RUU KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

bentuk implementasi kewenangan yang
dikeluarkan pemerintah dalam
menetapkan destinasi wisata nasional,
kebijakan anggaran, kebijakan industri
kepariwisataan dan pengelolaan destinasi
wisata super priroritas dan wilayah
penyangganya (Review atas draf RUU
Kepariwisataan Bab V Wewenang dan
Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Pasal 19 s/d Pasal
24) dalam bentuk kegiatan seminar.

B. KEGIATAN FUNGSI ANGGARAN

C. KEGIATAN FUNGSI PENGAWASAN

NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT

KETERANGAN

RDPU PANJA PENINGKATAN
LITERASI & TENAGA
PERPUSTAKAAN (PLTP) KOMISI X
DPR RI DENGAN ORGANISASI
PROFESI PERPUSTAKAAN:
a. IPI (Ikatan Pustakawan
Indonesia)
b. ISIPII (Ikatan Sarjana Ilmu
perpustakaan dan Informasi

Pemenuhan
kebutuhan tenaga
perpustakaan dan
Masukan dan
rekomendasi
kebijakan
peningkatan literasi
dan tenaga
perpustakaan tanggal

a. Panja menerima informasi
peluang dan tantangan
literasi dan tenaga
perpustakaan di Indonesia
serta dukungan organisasi
profesi terhadap
peningkatan literasi.

b. Masukan yang
disampaikan para

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(30 Juni — 13 Juli 2023)

MEMILIKI PROGRAM LITERASI:

RO A0 T

KEMENDIKBUDRISTEK RI
KEMENDAGRI RI
KEMENDES PDT
KEMENKOMINFO RI
KEMENPAN-RB RI
KEMENAKER RI
KEMENKO PMK DEPUTI
LITERASI, INOVASI DAN
KREATIVITAS

BADAN KEPEGAWAIAN
NASIONAL

2. Perkembangan
Penyusunan Peta
Jalan Literasi
Nasional.

3. Kebijakan
Anggaran Literasi
dan Pengangkatan
ASN Tenaga
Perpustakaan
(Pustakawan dan
Tenaga Teknis
Perpustakaan).

. Panja mendorong

Pemerintah menyepakati
satu indeks literasi
Indonesia yang dapat
mengukur semua aspek
literasi dan

kinerja pemerintah.

. Panja juga mendorong

Pemerintah merumuskan
pola rekrutmen tenaga
perpustakaan atau pola
penugasannya dengan

NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN

Indonesia) 4 Juli 2023. narasumber substansinya

c. ATPUSI (Asosiasi Tenaga akan menjadi rujukan
Perpustakaan Sekolah dalam penyusunan
Indonesia) rekomendasi Panitia Kerja

d. FPPTI (Forum Perpustakaan Peningkatan Literasi dan
Perguruan Tinggi Indonesia) Tenaga Perpustakaan

e. FPKI (Forum Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI
Khusus Indonesia) kepada Pemerintah.

f. FPUI (Forum Perpustakaan
Umum Indonesia)

g. FPSI (Forum Perpustakaan
Sekolah Indonesia)

2. | RDP PANJA PENINGKATAN 1. Evaluasi . Masing-masing K-L
LITERASI & TENAGA Pelaksanaan menyampaikan kebijakan
PERPUSTAKAAN (PLTP) KOMISI X Gerakan Literasi dan program dukungan
DPR RI DENGAN K/L YANG Nasional. literasi yang dimiliki.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO KEMENTERIAN/LEMBAGA OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tidak mengurangi kualitas
Tanggal 5 Juli 2023. SDM perpustakaan di
perpustakaan sekolah dan
perpustakaan daerah.

3. | RDP Komisi X DPR RI dengan Evaluasi pelaksanaan a. Komisi X DPR RI akan
Sekretaris Jenderal Penerimaan Peserta mengevaluasi secara
Kemendikbudristek, Inspektur Didik Baru (PPDB) menyeluruh
Jenderal Kemendikbudristek, Tahun ajaran 2023 penyelenggaraan PPDB
Direktur Jenderal PAUd, Dikdas, tanggal 12 Juli 2023. tahun 2023 dengan
dan Dikmen Kemendikbudristek membentuk Satgas PPDB
RI, serta Direktur Jenderal dengan melibatkan K/L
Pendidikan Vokasi. terkait lain. Adapun

laporan dari hasil evaluasi
PPDB ditunggu paling
lambat November 2023.

b. Komisi X DPR RI juga
mendorong agar
Pemerintah mempercepat
pemerataan peningkatan
kualitas satuan
pendidikan agar lebih
berimbang.

4. | Kunjungan Spesifik Bidang Penyelenggaraan Komisi X DPR RI menemukan
Pendidikan ke Provinsi Nusa Pendidikan Non berbagai permasalahan
Tenggara Timur, Provinsi Formal dan Asesmen penyelenggaraan Pendidikan
Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nasional tanggal 6—8 | Non Formal di antaranya
Kalimantan Barat. Juli 2023. masih dianggap pendidikan

kelas dua dan tidak
mendapatkan dukungan

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

KEMENTERIAN/LEMBAGA

OBJEK PENGAWASAN INFO SINGKAT

KETERANGAN

maksimal dari Pemerintah
daerah. Adapun pada
pelaksanaan Asesmen
Nasional, Komisi X DPR RI
menemukan kendala
mengenai kurangnya
ketersediaan komputer, laptop
dan jaringan internet, bahkan
terdapat area blank spot.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN LEGISLASI

dalam rangka
Pengambilan
Keputusan (PAF) atas
Penyusunan.
(Tanggal 3 Juli 2023,
pukul 13.00 WIB).

pembulatan, dan pemantapan konsepsi
atas 7 RUU Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara (4 RUU) dan di Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung (3 RUU).
Rapat menyetujui pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi
terhadap ketujuh RUU Kabupaten/Kota
tersebut dan Rapat menjadwalkan untuk
pengambilan keputusan (PAF) hasil
pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi 27 (dua puluh

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | RUU tentang Rapat Panja Ke- 4 - Melanjutkan pembahasan secara
PERUBAHAN KEDUA | Badan Legislasi dalam komprehensif dan mendalam terhadap
ATAS UNDANG- rangka Penyusunan. pasal-pasal dalam draf RUU tentang
UNDANG NOMOR 6 (Tanggal 3 Juli 2023, Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
TAHUN 2014 pukul 10.00 WIB). - Menyelesaikan DIM-DIM yang masih
TENTANG DESA dipending pada Rapat Panja sebelumnya.
- Menjadwal Pengambilan Keputusan (PAF)
atas Penyusunan RUU tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa pada hari
Senin, tanggal 3 Juli 2023 pukul 13.00
WIB.
2. Rapat Badan Legislasi | - Rapat Panja pengharmonisasian,

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
tujuh) RUU Kabupaten/Kota pada tanggal
6 Juli 2023.
3. | Pimpinan Komisi A Audiensi Badan Badan Legislasi (Pejabat Badan Legislasi
DPRD Kabupaten Legislasi tanggal 6 Setjen DPR RI dan Tim Ahli) menerima
Kebumen Juli 2023, pukul audiensi Pimpinan dan Anggota Komisi A
10.00 WIB. DPRD Kabupaten Kebumen terkait dengan
Masa Jabatan Kepala Desa 9 Tahun.
4. | 27 (dua puluh tujuh) Rapat Badan Legislasi | - Rapat Badan Legislasi menyetujui hasil

RUU Kabupaten Kota

dalam rangka
Pengambilan
Keputusan (PAF) atas
hasil
pengharmonisasian,
pembulatan, dan
pemantapan konsepsi
27 (dua puluh tujuh)
RUU Kabupaten Kota
yang diusulkan oleh
Komisi II DPR RI.
(Tanggal 6 Juli 2023,
pukul 13.00 WIB).

pengharmonisasian, pembulatan, dan

pemantapan konsepsi 27 (dua puluh

tujuh) RUU Kabupaten/Kota yang
diusulkan oleh Komisi II DPR RI untuk
diproses lebih lanjut sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

- 27 (dua puluh tujuh) RUU

Kabupaten/Kota tersebut adalah:

a. 8 (delapan) RUU Kabupaten/Kota di
Provinsi Aceh, yaitu: RUU tentang
Kota Banda Aceh, RUU tentang
Kabupaten Aceh Besar, RUU tentang
Kabupaten Pidie, RUU tentang
Kabupaten Aceh Tengah, RUU tentang
Kabupaten Aceh Timur, RUU tentang
Kabupaten Aceh Utara, RUU tentang
Kabupaten Aceh Barat, dan RUU
tentang Kabupaten Aceh Selatan.

b. 16 (enam belas) RUU Kabupaten/Kota
di Provinsi Sumatera Utara, yaitu:
RUU tentang Kota Binjai, RUU

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN
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NO

JUDUL RUU/INSTANSI

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

tentang Kabupaten Langkat, RUU
tentang Kabupaten Karo, RUU
tentang Kota Medan, RUU tentang
Kota Tebing Tinggi, RUU tentang
Kabupaten Deli Serdang, RUU tentang
Kota Tanjung Balai, RUU tentang
Kabupaten Asahan, RUU tentang
Kabupaten Labuhanbatu, RUU
tentang Kabupaten Tapanuli Utara,
RUU tentang Kabupaten Tapanuli
Tengah, RUU tentang Kabupaten
Tapanuli Selatan, RUU tentang Kota
Pematang Siantar, RUU tentang
Kabupaten Simalungun, RUU tentang
Kota Sibolga, dan RUU tentang
Kabupaten Nias.

c. 3 (tiga) RUU Kabupaten/Kota di
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
yaitu: RUU tentang Kota Pangkal
Pinang, RUU tentang Kabupaten
Bangka, dan RUU tentang Kabupaten
Belitung.

UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN
2014 TENTANG
PERINDUSTRIAN (UU
PERINDUSTRIAN) DAN
UNDANG-UNDANG

Kunjungan Kerja
Badan Legislasi dalam
rangka Pemantauan
dan Peninjauan
Undang-Undang yang
terkait sandang.

Kunjungan Kerja dilakukan ke 3 (tiga)
Provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Jawa
Barat — Bandung, Provinsi Jawa Tengah —
Solo, dan Provinsi Sulawesi Selatan —
Makassar.

Kunjungan ke Bandung dan Solo selain
mengadakan pertemuan dengan pihak

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(30 Juni — 13 Juli 2023)

NO | JUDUL RUU/INSTANSI KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
NOMOR 7 TAHUN terkait di kantor Gubernur/Walikota, Tim
2014 TENTANG juga mengunjungi Produsen tekstil
PERDAGANGAN (UU (Kahateks di Bandung dan Sriteks di
PERDAGANGAN). Solo).
6. | Pimpinan DPRD dan Audiensi Badan Badan Legislasi (Pejabat Badan Legislasi

Anggota Bapemperda
Kota Banjar Provinsi
Jawa Barat

Legislasi tanggal 13
Juli 2023, pukul
10.00 WIB.

Setjen DPR RI dan Tim Ahli) menerima
audiensi Pimpinan DPRD dan Anggota
Bapemperda Kota Banjar Provinsi Jawa
Barat terkait dengan Revisi Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023
(30 Juni - 13 Juli 2023)

LAPORAN DWI MINGGUAN

BADAN KERJA SAMA ANTAR PARLEMEN

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
1. | KSR - BKSAP | Courtesy Call Ketua | Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dalam
BKSAP DPR RI kapasitasnya sebagai anggota Task Force IPU untuk
dengan Dubes Rusia | konflik Ukraina — Rusia menerima Duta Besar Federasi
untuk Indonesia Rusia untuk Indonesia, H.E. Ms. Lyudmila Vorobieva di

tanggal 4 Juli 2023. | Gedung Nusantara III, Lt. 2.

Pertemuan membahas perkembangan situasi terkini di
Rusia dan berbagai isu — isu internasional yang terjadi.
Dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga bertukar
cinderamata.

BKSAP DPR RI selalu mendukung upaya damai bagi
penyelesaian konflik Ukraina — Rusia guna terciptanya
stabilitas global.

2. | KSB - BKSAP | Courtesy Call Ketua | Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dalam

BKSAP DPR RI kapasitasnya sebagai anggota Task Force IPU untuk
dengan Dubes konflik Ukraina — Rusia menerima Duta Besar Ukraina
Ukraina untuk untuk Indonesia, H.E. Dr. Vasyl Hamianin di Gedung
Indonesia tanggal 4 | Nusantara III, Lt. 2.

Juli 2023.

Pertemuan membahas perkembangan situasi terkini di
Ukraina dan berbagai isu — isu internasional yang terjadi.
Dalam pertemuan tersebut kedua pihak juga bertukar
cinderamata.
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BKSAP DPR RI selalu mendukung upaya damai bagi
penyelesaian konflik Ukraina — Rusia guna terciptanya
stabilitas global.

KSR - BKSAP

ICCF - AIPA -
UNCTAD Joint
Briefing tanggal 6
Juli 2023.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana,
MBA (F-PD) bersama Anggota BKSAP Ravindra Airlangga,
M.S (F-PGolkar) menghadiri International Conservation
Caucus Foundation (ICCF), United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD), dan ASEAN Inter-
Parliamentary Assembly (AIPA) Joint Briefing yang digelar
secara hybrid pada Kamis, 6 Juli 2023 di Bogor.

Turut hadir Dr. Fadli Zon (F-PGerindra) dalam
kapasitasnya sebagai Ketua BKSAP menyampaikan
keynote speech melalui video message pada sesi
Pembukaan.

Joint Briefing menghadirkan 3 Panelist: Senior Officer
Environment Division ASEAN Secretariat, Director of
Regional Knowedge Centre for Marine Plastic Debris
Economic Research Institute for ASEAN and East Asia
(ERIA) dan Chief of Section the Trade, Environment,
Climate Change and Sustainable Development Branch
United Nations Conference on Trade and Development
(UNCTAD) serta dihadiri oleh perwakilan Parlemen
Anggota AIPA, Perwakilan Negara Observer AIPA dan
sejumlah organisasi internasional.

KSI - BKSAP

Observer Pemilu
Uzbekistan tanggal
6 Juli 2023.

Ketua BKSAP DPR RI, Dr. Fadli Zon (F-PGerindra)
diundang oleh parlemen Uzbekistan untuk menjadi
International Observer pada pemilihan Presiden Republk
Uzbekistan. Agenda yang dilakukan antara lain
mengamati persiapan dan pelaksanaan pemilihan
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presiden di tempat pemungutan suara di sarana publik
seperti sekolah, universitas, dan kantor administrasi di
kota Tashkent.

5. | KSB - BKSAP | Courtesy Call Wakil | Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Putu Supadma Rudana (F-

Ketua BKSAP DPR
RI dengan Duta
Besar Sri Lanka
untuk Indonesia

tanggal 7 Juli 2023.

PD) menerima Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia,
H.E. Admiral (Prof.) Jayanath Colombage di Gedung
Nusantara III Lt. 2 (07/07/2003).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI sangat mengapresiasi
kehadiran Duta Besar Sri Lanka untuk Indonesia dalam
pertemuan hari ini mengingat pertemuan ini merupakan
pertemuan resmi pertama bagi kedua pihak semenjak
pandemi dan diharapkan kedepannya kedua pihak dapat
terus meningkatkan komunikasi guna menggali potensi
kerja sama kedua negara.

Dalam bidang pendidikan, Duta Besar Sri Lanka untuk
Indonesia menyampaikan bahwa beberapa Universitas di
Sri Lanka telah memiliki kerja sama dengan 5 universitas
di Indonesia dan kedepannya diharapkan kerja sama
pendidikan tersebut dapat terus berkembang menjadi
program pertukaran pelajar dan beasiswa.

Dalam bidang perdagangan, Wakil Ketua BKSAP DPR RI,
Putu Supadma Rudana (F-PD) mendukung rencana
penguatan kerja sama perdagangan antara kedua negara
dalam kerangka Indonesia — Sri Lanka PTA (Preferential
Trade Agreement) dan RCEP (Regional Comprehensive
Economic Partnership). Wakil Ketua BKSAP memandang
kedua kerangka tersebut dapat membawa kesejahteraan
dan keuntungan bagi kedua negara dan kawasan Asia —

INFO DWI MINGGUAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN




Masa Sidang V Tahun Sidang 2022-2023

(30 Juni - 13 Juli 2023)

NO

PIHAK

KEGIATAN

INFO SINGKAT

KETERANGAN

Pasifik. Diharapkan rencana penguatan kerja sama
tersebut dapat segera direalisasikan mengingat kondisi
ekonomi Sri Lanka yang telah menguat dan stabil
kembali.

Membahas bidang ketenagakerjaan, Wakil Ketua BKSAP
menekankan pentingnya perlindungan tenaga kerja bagi
pekerja migran kedua negara. Duta Besar Sri Lanka
sepakat dengan hal tersebut dan berjanji untuk
mendukung dan memfasilitasi penguatan perlindungan
Pekerja Migran Indonesia di Sri Lanka. Diharapkan
kedepannya hubungan antar masyarakat antara kedua
negara dapat semaking meningkat. Dubes juga
mengharapkan bebas visa kunjungan ke Indonesia juga
diberlakukan kembali untuk meningkatkan saling
kunjung.

Tahun 2023 menandai 71 tahun terjalinnya hubungan
diplomatik antara Indonesia dan Sri Lanka. Kedua pihak
sepakat bahwa kerja sama antara Sri Lanka — Indonesia
dan Sri Lanka - ASEAN sangat penting dan perlu semakin
ditingkatkan. Hal ini juga bertepatan dengan momentum
keketuaan Indonesia di ASEAN dan AIPA. Indonesia bisa
menjadi pintu masuk ke Kawasan ASEAN.

Wakil Ketua BKSAP DPR RI dan Duta Besar Sri Lanka
juga menyepakati kedua pihak perlu mempromosikan
hubungan baik Indonesia — Sri Lanka dan kerja sama
kedua negara, dimana kedua pihak saling memandang
satu sama lain sebagai mitra strategis.
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Caucus di Vietham
tanggal 9 — 12 Juli
2023.

memimpin Delegasi DPR RI pada Sidang ke-14 AIPA
Caucus yang diselenggarakan pada tanggal 9-12 Juli
2023 di Phu Quoc, Vietnam.

Hadir pula Anggota BKSAP DPR RI, Himmatul Aliyah (F-
P.Gerindra) dan Sakinah Aljufri (F-PKS) sebagai Anggota
Delegasi.

Gilang Dhielafararez (F-PDIP) selaku Ketua Delegasi DPR
RI beserta para Ketua Delegasi dari negara-negara AIPA
melakukan Courtesy Call dengan First Vice President of
Vietnam National Assembly yang diselenggarakan
sebelum Opening Ceremony. Selanjutnya Gilang

NO PIHAK KEGIATAN INFO SINGKAT KETERANGAN
6. | KSR - BKSAP | Standing Commitee Ketua BKSAP DPR RI, Fadli Zon (F-P.Gerindra)
on Budget and didampingi Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supadma
Planning APA, Rudana (F-P.Demokrat) Anggota BKSAP Hugua (F-PDIP),
Teheran — Iran Fadhlullah (F-P.Gerindra), Jazuli Juwaini (F-PKS) dan
tanggal 9 — 12 Juli Rojih (F-PPP) menghadiri Asian Parliamentary Assembly
2023. (APA) Standing Commite on Budget and Planning and 2nd
Working Group on Statutory Document yang berlangsung
pada 10 - 11 Juli 2023 di Tehran, Iran.
Sidang ini akan membahas Draft Resolusi tentang
anggaran dan perencanaan organisasi APA serta
membahas Statuta APA dan visi kedepan organisasi APA.
Di sela-sela Sidang, Delegasi DPR RI juga mengikuti
serangkaian kegiatan kunjungan ke Museum dan Gedung
Parlemen Iran, Pameran Sains dan Teknologi, serta
Gedung Mahkamah Konstitusi Iran, sebelum menjalani
persidangan.
7. | KSR - BKSAP | Sidang ke-14 AIPA Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Gilang Dhielafararez (F-PDIP)
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Dhielafararez (F-PDIP) bersama Himmatul Aliyah (F-
P.Gerindra) dan Sakinah Aljufri (F-PKS) mengikuti
rangkaian acara Opening Ceremony hingga berakhir.

Sidang ke-14 AIPA Caucus terdiri dari tiga rangkaian
Sidang Pleno dimana masing-masing negara Anggota
AIPA akan menyampaikan Presentasi terkait Laporan
Implementasi dari resolusi-resolusi hasil Sidang Umum
ke-43 AIPA; Laporan Nasional bertemakan "Promoting
Innovation, Transfer, Application and Development of
Science and Technology for Sustainable Growth and
Development'; dan pembahasan Laporan Sidang.

Pada akhir persidangan akan menghasilkan Report of the
14th AIPA Caucus Meeting untuk diadopsi oleh Sidang
Umum ke-44 AIPA yang akan diselenggarakan pada
tanggal 5-11 Agustus 2023 di Jakarta

KSB - BKSAP

Friendly Talk Ketua
GKSB Jepang
menerima Delegasi
Parlemen Jepang
tanggal 11 Juli
2023.

Ketua GKSB DPR RI - Parlemen Jepang, Puti Guntur
Soekarno (F-PDIP) menerima Anggota Parlemen Jepang,
Hon. Mr. Fukuda Tatsuo di Gedung Nusantara III Lt. 2
(11/07).

Pertemuan tersebut membahas upaya peningkatan kerja
sama bilateral antara RI — Jepang khusunya dalam
bidang pendidikan, pariwisata, sumber daya manusia
dan UMKM. Hon. Mr. Fukuda Tatsuo menyampaikan
bahwa bidang — bidang tersebut memiliki nilai penting
bagi kedua negara, mengingat tingginya jumlah pelajar
Indonesia yang mengenyam pendidikan di Jepang.
Diharapkan para pelajar tersebut dapat berkontribusi
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bagi penguatan kemitraan strategis dan kerja sama
ekonomi antara Jepang dan Indonesia.

Ketua GKSB DPR RI — Parlemen Jepang menilai bahwa RI
— Jepang perlu semakin meningkatkan peluang
pertukaran pelajar dan magang, yang diharapkan dapat
juga menjadi sarana pertukaran budaya dan
pengalaman. Indonesia dapat belajar lebih jauh dalam
pertanian, IPTEK dan perindustrian dan sebaliknya
Jepang dapat mempelajari budaya, keramahtamahan dan
potensi pariwisata di Indonesia.

Kedua pihak juga sepakat bahwa hubungan antar-
parlemen antara kedua negara perlu ditingkatkan,
dimana Parlemen Jepang berencana untuk mengaktifkan
kembali Kelompok Persahabatan Parlemen Jepang — DPR
RI. Hal ini juga sejalan dengan semangat perayaan 65
tahun hubungan diplomatik antara RI dan Jepang.
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1. | DPRD Kota Kunjungan Kerja Mahkamah | Dalam rangka sosialisasi tugas, fungsi
Surakarta Kehormatan Dewan tanggal 3 | dan wewenang Mahkamah Kehormatan

s.d 5 Juli 2023. Dewan, Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI
serta hak imunitas wakil rakyat.

2. | DPRD Kunjungan Kerja Mahkamah | Dalam rangka sosialisasi tugas, fungsi
Provinsi Kehormatan Dewan tanggal 6 | dan wewenang Mahkamah Kehormatan
Sulawesi s.d 8 Juli 2023. Dewan, Tanda Nomor Kendaraan
Selatan Bermotor (TNKB) Khusus Anggota DPR RI

serta hak imunitas wakil rakyat.

3 --- Paket Meeting di Wisma Kopo | Dalam rangka diskusi dengan tema

DPR RI tanggal 10 s.d 12 Juli | “Menjaga Netralitas POLRI dalam
2023. Mewujudkan Pemilu 2024 yang
Berparadigma Etik”.
4 Rapat penetapan pimpinan Bapak Habiburokhman digantikan Bapak
MKD DPR RI tanggal 10 Juli Imron Amin.
2023.

5 Rapat tanggal 10 Juli 2023. Rapat penyelidikan dan verifikasi.

6 DPRD Menerima Audiensi tanggal 12 | Dalam rangka penguatan tugas Badan
Kabupaten Juli 2023. Kehormatan dalam menegakkan kode etik
Tegal Anggota DPRD.

7 Rapat tanggal 12 Juli 2023. Rapat penyelidikan dan verifikasi.
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8 DPRD Menerima audiensi tanggal 13 -—-
Provinsi Juli 2023.
Sulawesi
Utara
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1. ~—- Kunjungan Kerja Dalam Kunjungan Kerja BURT DPR RI dalam rangka
Negeri dalam rangka evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Evaluasi Pelaksanaan Bagi Anggota DPR RI dan Keluarganya bertujuan
Program Jamkestama: untuk:

1. Membangun komunikasi yang efektif dengan
para pemangku kepentingan (stakeholders)
mengenai pentingnya program Jamkestama,

1. Tanggal 3-5 Juli 2023
ke Tangerang, Banten.

2. Tanggal 6-8 Juli 2023 terutama untuk PT. Asuransi Jasindo dan
ke Balikpapan, rumah sakit provider sebagai penyelenggara
Kalimantan Timur. program Jamkestama khususnya bagi Anggota
) DPR I daerah pemilihan Papua beserta
3. Tanggal 9-12 Juli keluarganya.
2023 ke Banjarmasin, 2. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi PT.
Kalimantan Selatan. Asuransi Jasindo dan rumah sakit provider

dalam pelaksanaan program Jamkestama.

3. Membangun pemahaman yang sama mengenai
pentingnya pelayanan prima yang diberikan
rumah sakit dalam memberikan layanan
Jamkestama bagi Anggota DPR RI dan
keluarganya, karena masih ditemui beberapa
rumah sakit provider belum melaksanakan
layanan jamkestama sesuai standar.

dkkkk
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